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وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ


“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.
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Azizah. Perkawinan Beda Agama Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Ulama Syafi’iyah. (Studi Kasus Di Desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo). Skripsi, Program Study  Perbandingan Madzhab Fakultas Syari`ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I Pembimbing (II) Imam Syafi’i, S.Pd.I., M.H.
Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama UU No.1 Tahun 1974, perspektif Ulama Syafiiyah.
[bookmark: _GoBack]	Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkawinan terkait beda agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974?. (2) Bagaimana perspektif ulama Syafi’iyah tentang perkawinan beda agama?. 
Tujuan masalah penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkawinan terkait perkawinan beda agama menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk memberikan penjelasan/pendapat ulama Syafi’iyah terhadap Perkawinan Beda Agama.
Metode ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literatur. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. (2) Pendapat ulama Syafi’iyah yang melarang atau mengharamkan perkawinan beda agama. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.
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Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.
A. Padanan Aksara
Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin :
	Huruf Arab
	Huruf Latin
	Keterangan

	ا
	
	Tidak dilambangkan

	ب
	B
	Be

	ت
	T
	Te

	ث
	Ts
	te dan es

	ج
	J
	Je

	ح
	H
	ha dengan garis bawah

	خ
	Kh
	ka dan ha

	د
	D
	De

	ذ
	Dz
	de dan zet

	ر
	R
	Er

	ز
	Z
	Zet

	س
	S
	Es

	ش
	Sy
	es dan ye

	ص
	S
	es dengan garis bawah

	ض
	D
	de dengan garis bawah



	ط
	T
	te dengan garis bawah

	ظ
	Z
	zet dengan garis bawah

	ع
	‘
	koma terbalik diatas hadap kanan

	غ
	Gh
	ge dan ha

	ف
	F
	Ef

	ق
	Q
	Qo

	ك
	K
	Ka

	ل
	L
	El

	م
	M
	Em

	ن
	N
	En

	و
	W
	We

	ه
	H
	Ha

	ء
	`
	Apostrop

	ي
	Y
	Ya



B. Vokal
Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal atau monoftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:
	Tanda Vokal Arab
	Tanda Vokal Latin
	Keterangan

	َ
	A
	Fathah

	ِ
	I
	Kasrah

	ُ
	U
	Dammah



Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

	Tanda Vokal Arab
	Tanda Vokal Latin
	Keterangan

	َ      يْ
	Ai
	a dan i

	َ      وْ 
	Au
	a dan u



C. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :
	Tanda Vokal Arab
	Tanda Vokal Latin
	Keterangan

	ا  َ
	Â
	a dengan topi diatas

	ا  ِ 
	Î
	i dengan topi atas

	 ُ ا 
	Û
	u dengan topi diatas



D. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), dialih aksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf Syamsiyyah atau huruf qamariyyah. Misalnya: الإجتهاد =al-ijtihâd
الزخصح = al-rukhsah, bukan ar-rukhsah
E. Tasydîd (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: الشفعح = al-syuî‘ah, tidak ditulis asy-syuf ‘ah
F. Ta Marbûtah
Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).
	No
	Kata Arab
	Alih Aksara

	1
	شريعة
	syarî ‘ah

	2
	الشريعة الاسلامية
	al- syarî ‘ah al-islâmiyyah

	3
	مقارنة المداهب
	Muqâranat al-madzâhib



G. Huruf Kapital
Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya, الثخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.
	Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn al-Rânîrî.
H. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas :
	No
	Kata Arab
	Alih Aksara

	1
	الضرورة تبيح المحظورات
	al-darûrah tubîhu almahzûrât

	2
	الاقتصاد الاسلامي
	al-iqtisâd al-islâmî

	3
	اصول الفقه
	usûl al-fiqh

	4
	الاصل في الاشياء الاباحة
	al-‘asl fi al-asyyâ’ alibâhah

	5
	المصلحة المرسلة
	al-maslahah al-mursalah







i
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A. [bookmark: _Toc85110829]Latar Belakang Masalah
Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan  di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi berikutnya.[footnoteRef:1] [1:  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung Maju, 2003), Cet. Ke-2, 1.] 

 Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal maka, bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.[footnoteRef:2]  [2:  AL-Qur’an (49:51/ )
  AL-Qur’an (QS, Al-Dzariyat/51 ;49)
  AL-Qur’an (QS. Yasin/36;36)] 

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang modern budaya perkawinanya yang   maju, luas serta terbuka[footnoteRef:3]. [3:  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Loc, Cit.] 

merupakan suatu cara yang di pilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang islam perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.[footnoteRef:4] [4:  Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-2. 33.] 

 Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian di ikuti dengan qobul dari bakal suami dan di saksikan sekurang- kurangnya oleh dua pria dewasa.[footnoteRef:5] [5:  Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003).] 

 Perkawinan sudah ada di masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang di anut masyarakat yang bersangkutan. 
Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Undang- undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang- undang perkawinan ini, selain meletakkan asas- asas, sekaligus menampung prinsip- prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.[footnoteRef:6]  [6:  Asmin,STATUS Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974,(Jakarta: Dian Rakyat1986), Cet.Ke-1,16.] 

Di mana dalam undang- undang tersebut mengatur prinsip- prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami istri dalam perkawinan, pembatasan talag dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan lainnya.
Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara- negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinanbeda agama. Dalam konsepsi hukum Indonesia , masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.[footnoteRef:7]  [7:  Indonesia,Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1,Tamabahan Lemabaran Negara No.3019.] 

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran, kawin kontrak dan perkawinan beda agama.[footnoteRef:8] [8: Indonesia,Peraturan Pemerintah Pelaksanaan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1975 No.12, Tambahan Lemabaran Negara No. 3050.( www.bphn.go.id.pkj 2011) di akses pada tanggal 24 januari 2021] 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yangselalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan agar kebutuhan setiap diri manusia terpenuhi. Mulai dari kebutuhan yang bersifat batiniah maupun kebutuhan yang bersifat lahiriyah. Secara umum kebutuhan lahiriah berupa sandang, pangan, dan papan dapat di penuhi dengan cara bekerjadan berusa mencari nafkah. Sementar  pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat batiniiah seperti kebutuhan perhatian, cinta, kasih sayang maupun kebutuhan biologis bisa dipenuhi salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.[footnoteRef:9] [9: Indonesia,Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan, Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1975 No. 12, Tambahan Lemabaran Negara No. 3050.( www.bphn.go.id.pkj 2011) di akses pada tanggal 24 januari 2021
] 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tngga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, dimana semua mengatur tentang masalah perkawina tersebut.
Pada dasarnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang laki- laki dan perempuan yang satu agama. Hal ini  dapat di pahami , karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dalam setiap kehidupan manusia terutama dalam masalah kehidupan berumah tangga, akan kuat sehingga tidak akan roboh walaupun mendapat berbagai permasalahan. Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaaan agama akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampoi batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.[footnoteRef:10] [10: Indonesia,Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan, Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1975 No. 12,Tambahan Lemabaran Negara No. 3050.( www.bphn.go.id.pkj 2011) di akses pada tanggal 24 januari 2021] 

Keragaman karakteristik ini bisa menghalangi kodrat manusia sebagai mahkluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Interaksi antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi, terlebih dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang ini, pergaulan antara manusia tidak dapat di batasi hanya dalam lingkup masyarakat yang kecil.
Dalam kondisi pergaulan yang ada sekarang dapat menyebabkan terjadinya banyak perkawinan campuran, baik perkawinan campur antar suku,perkawinan antar ras, pekawinan antar etnis dan bahkan perkawinan antar agama.Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang di lakukan oleh orang- orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya.[footnoteRef:11] [11: Indonesia,Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan, Lembaran Negara RepublIndonesiaTahun1975No.12,Tambahan Lemabaran Negara No. 3050.( www.bphn.go.id.pkj 2011) di akses pada tanggal 24 januari 2021
 
] 

Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa peraturan tentang perkawinan di atur dalam Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang perkawina. Undang- unadang perkawinan secara khusus tidak memjelaskan peraturan perkawinan pada agama secara rinci. Apabila hukum agamanya melarang seseorang menikah denga orang diluar agamanya, maka sesuai dengan pasal ini perkawinan tersebut tidak sah untuk di laksanakan.[footnoteRef:12] [12: Indonesia,Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan, Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1975 No. 12,Tambahan Lemabaran Negara No. 3050.( www.bphn.go.id.pkj 2011) di akses pada tanggal 24 januari 2021] 

Menanggapi masalah ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatma tentang pelaksananperkawinan beda agama adalah haram hukumnya dan tidak sah. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki- laki non muslim dan perkawinan antara laki- laki dengan perempuan Ahli kitab hukum perkawinannya haram dan tidak sah.
Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait beda agama melalui putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama. Fatwa itu ditetapkan dalam muktamar ke-28.ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara 2 orang yang berlainan beragama di Indaonesia hukumnya haram dan tidak sah.[footnoteRef:13] [13:  Digilip.uin-suka.ac.id di akses pada tanggal 26 januari 2021] 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Musyawarah, dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M membuat dua keputusan dalam permasalahan pernikahan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.[footnoteRef:14] [14: ] 

Adapun ayat AL-Qur’an yang membahas tentang Perkawinan Beda Agama antara lain yaitu :
An – Nisa’ ayat 3	
وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ
Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.[footnoteRef:15] [15:  Al-Quran (4:3).] 


B. [bookmark: _Toc85110830]  Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkawinan terkait perkawinan beda agama menurut UU No.1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pendapat ulama Syafi’iyah tentang Perkawinan Beda Agama? 
C. [bookmark: _Toc85110831] Tujuan  Kajian
1. Untuk menjelaskan perkawinan terkait perkawinan beda agama menurut UU No.1 Tahun 1974.
2. Untuk memberikan penjelasan/pendapat ulama Syafi’iyah terhadap Perkawinan Beda Agama.
D. [bookmark: _Toc85110832]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah pelaksanaan perkawinan beda agama dan upaya yang harus dilakukan terhadap para pemohon untuk  tetap bias melaksanakan perkawinan di  Kantor Dinas Kependudukan dan cacatan sipil meskipun para pemohon tetap pada pendidriannya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing asing. 
Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama. Bagi pengadilan Negeri, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengadilan negeri mengingat terdapat banyak pasangan beda agama yang mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyususn kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidak perkawinan.[footnoteRef:16] [16:  https ://binus.ac.id di akses pada tanggal 21 agustus 2021] 


E. [bookmark: _Toc85110833]Landasan Teori
a. Sejarah Lahirnya Undang- Undang Perkawinan 
		Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak/kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan.Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab kelurga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai- nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintah yang lain.
		Sebelum Undang - Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 lahir, muslim Indonesia menggunakan hukum islam yng telah di resepsi ke dalam hukum adt. Hukum Islam yang telah di resepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari ‘Indische Staats Regeling (IS)’ yang berlaku untuk 3 golongan.Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan 3 golongan penduduk yang di tunjuk dalam ketentuan pasal 163 tersebut, yaitu :.Golongan Eropa (termasuk Jepang) ;Golongan pribumi (orang Indonesia ) dan . Golongan Timur Asing.
		 Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang di kecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan kuhum agama yang telah di resepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya, orang Indonesia asli yang beragama Islam malaksanakan perkawinan berlaku ijab kobul antara mempelai  pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana  diatur dalam hukum islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang bergama Islam hingga sekarang.[footnoteRef:17] [17:  Sri Wahyun, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http/kumha-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan Undang-undang nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan diakses 4 februari 2017.] 


b. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang- Undang Perkawinan
		Sekarang ini di Indonesia telah di bentuk sebuah undang- undang/ peraturan hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang- Undang tersebut di muat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1.sedangkan penjelasannya dimuat di dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019.[footnoteRef:18] [18:  Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1994), 1.] 

		Mengenai pengertian pekawinan dimuat pada pasal 1, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam proses perkawinan tentu yang di inginkan adalah status suami istri yang sah antara laki – laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian sah atau tidak suatu perkawinan tentu juga perlu diatur dalam Undang- Undang Perkawinan sebagaimna bunyi dari pasal 2 ayat 1 yaitu: Perkawinan adalah sah ,apabila di lakukan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya.[footnoteRef:19] [19:  Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1994), 288.] 

		Yang di maksud denagn hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain dalam undang- undang ini ( undang- undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ).Berdasarkan ketentuan undang- undang dan penjelasannya tersebut dintas berarti aturan- aturantentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetapi kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan di dalam undang- undang.[footnoteRef:20][footnoteRef:21] [20:  Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional,(Jakarta:PT Rineka Cipta,1994), 1-2.]  [21:  www.bphn.go.id di akses pada tanggal 27 januari 2021] 


		Didalam suatu perkawinan ditentukan rukun dan syarat perkawinan yang akan menentukan kekuatan perkawinan tersebut menjadi sah atau tidak. Rukunndan syarat dari suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki- laki dan perempuan. 
		Rukun adalah suatu unsur yang melekat pada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum ( misal akad perkawinan ), baik dari subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad perkawinan ) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Sedangkan syarat adalah hal – hal yang melekat pad masing – masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut berlangsung.Sedangkan syarat adalah hal – hal yang melekat pada masing- masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.[footnoteRef:22] [22:  www.bphn.go.id di akses pada tanggal 27 januari 2021] 

		 Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan  hukum atau peristiwa hukum’ jika salah satu rukun dalam suatu peristiwa hukum atau pebuatan hukum tidka terpenuhi, maka berakibat pada batalnya suatu peristiwa hukum atau perbuatn hukum,bahkan bisa berakibat tidak sahnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tersebut.
		 Demikian juga menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi sebagai penentu sahatau batalnya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perbuatan hukum tidak terpenuhi salah satu atau bahkan semua rukunnya,  maka perbuatan hukumtersebut dinyatakan tidak sah. Namun apabila yang tidak di penuhi adalah salah satu syarat, maka tidak deangn sendirinya membatalkan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Dalam hal perbuatan hukum dibidang muamalah yaitu munakahat atau perkawinan, jika salah satu rukun perkawinan yang berupa mempelai laki- laki, mempelai perempuan dan, wali, ijab qobul dan 2 orang saksi tidak dipenuhi, maka akan berakibat perkawinan tersebut bataldemi hukum.[footnoteRef:23] [23:  www.bphn.go.id di akses pada tanggal 27 januari 2021] 

		Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
		Sejak disahkannya undang- undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang di lakukan oleh beberapa orang di negara ini karena dalam undang – undang perkawinan nasional yang  telah disahkan tersebut tidak ditemukan sutu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.[footnoteRef:24] [24: Ahmad TholabiKharlie,Hukum Keluarga Indonesia, (jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), 168.] 

		Tidak diaturnya perkawinan beda agamasecara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen.[footnoteRef:25] [25:  Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia,(Jakarta:Bulan Bintang,1978), 84.] 

		Tentang Perkawinan antar agama (beda agama) yang disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencermin sebuah upaya untuk mengisi kekosongan hukum, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan bega agama. 
		Putusan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berani dalam pemecahan hukum. Di dalam putusan tersebut, majelis hukum berpendapat bahwa sekalipun pemohon beragama Islam sebagaimana menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan yang berwenang untuk campur tangan adalah Pengadilan Agama, namun penolakan yang didasarkan pada perbedaan agama sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karena kasus tersebut bukan merupakan kasus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sudah tepat apabila kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri. [footnoteRef:26] [26: Pasal 60 (3): Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat yang telah terpenuhi.] 

		Kemudian karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang memandang kedudukan semua warga Negara adalah sama di depan hukum yang di dalamnya tercakup hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berbeda agama.
		Oleh karena pemohon telah mengajukan pemohonan untuk menikah di kantor   catatan sipil, maka harus ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya, sehingga Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan sebuah halangan untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama. Sehingga Pengadilan mengabulkan atas permohonan perkawinan beda agama tersebut. Putusan Kasasi tersebut sekarang dijadikan yuriskrudensi atau sumber hukum yang digunakan untuk memutuskan kasus yang sama (perkawinan bega agama) oleh Pengadilan Negeri di Indonesia selain aturan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. [footnoteRef:27] [27: Repo.iain-tulungagung.ac.ac di akses pada tanggal 26 januari 2021] 

Perlu digaris bawahi bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut menitik beratkan pada kesimpulan bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan status agamanya, sehingga disini status agama tidak dijadikan tolok ukur untuk syarat sahnya perkawinan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat dengan putusannya atas dasar pasal 27 UUD 1945 yang memandang semua orang adalah sama kedudukannya diamata hukum, oleh karena itu disini berlaku asas hukum”lex superior derogate legi infirior” maka Mahkamah Agung menganggap kekuatan pasal 27 UUD 1945 lebih kuat atau lebih tinggi dari pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap alasan rasionalitas yang dikemukakan oleh pemohon yaitu berkehendak untuk menikah di hadapan pegawai kantor catatan sipil.[footnoteRef:28] [28:  Repo.iain-tulungagung.ac.ac di akses pada tanggal 26 januari 2021] 

F. [bookmark: _Toc85110834]Tinjauan Pustaka
Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu
Skripsi yang berjudul Perkawinan Beda Agama Di tinjau Dari Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia, Karya Ahmadi Hasanuddin Dardiri,Marzha Tweedo Muhammad Irham Roihan,  agama untuk tentang kebolehannya, para ulama yang bergabung dalam majelis ulama Indonesia kemudian berusaha memberikan dalil Jurusan Imu Hukum, Fakustas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang terjadinya dinamika sosial, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehannya, para ulama yang bergabung dalam majelis ulama Indonesia kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Dalam fatwanya, MUI Menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram sama sekali, yang padahal bertentangan dengan jumhur ulama.
Skripsi yang ke dua berjudul Perkawinan Lintas Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia, karya Sri Nihmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga .Dalam isinya, skripsi tersebut pada dasarnya hakikat perkawinan dilakukan untuk menghalalkan hubungan seksual antara dua insan manusia, laki- laki dan perempuan. Walaupun demikian yang di harapkan dari sebuah perkawinan bukan hanya sekedar kekhalalan semata,namun juga sebuah kebahagiaan seumur hidup. Perkawinan menurut agama islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ( KHI Pasal 2 ).
Skripsi yang ke dua berjudul Perkawinan Lintas Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia, karya Sri Nihmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga .Dalam isinya, skripsi tersebut pada dasarnya hakikat perkawinan dilakukan untuk menghalalkan hubungan seksual antara dua insan manusia, laki- laki dan perempuan. Walaupun demikian yang di harapkan dari sebuah perkawinan bukan hanya sekedar kekhalalan semata,namun juga sebuah kebahagiaan seumur hidup. Perkawinan menurut agama islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan meltaksanakannya merupakan ibadah ( KHI Pasal 2 ).
Perkawinan Beda Agama Perspektif Menurut Para Ulama Dan Undang- Undang pasal Tahun 1974. Dari dua karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai.
G. [bookmark: _Toc85110835] Metodologi Penelitian
1. [bookmark: _Toc85110836]Pendekatan 
Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan Kualitatif, yang memiliki karakteristik normatif-Yuridis. Normatif berarti mendekati permasalahan yang ada berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
Pendekatan  juga  akan lebih diarahkan kepada pendekatan normatif-yuridis, yaitu  dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( the statute  approach )  artinya  suatu  masalah  akan di lihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang- undangan, selain  itu  juga  metode  dengan  cara studi kepustakaan ( library research) yaitu dengan cara melakukan analisis  terhadap  bahan- bahan  pustaka  yang  relevan.
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah :
a. Statute aproach ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[footnoteRef:29] [29:  Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),  302.] 

b. Library research (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[footnoteRef:30] [30:  Moh.Nasir,Metode Penelitian(Jakarta,Ghalia Indonesia,1998),111.] 

2. [bookmark: _Toc85110837]Sumber Data
1. Bahan hukum primer , yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer berupa UU Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat  data yang diperoleh dari bahan hukum hukum primer, yaitu makalah dan jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama baik dalam hukum Islam dan HAM.[footnoteRef:31] [31:  http://pintek.id ,blog,teknik diakses tanggal 21 agustus 2021] 

3. [bookmark: _Toc85110838]Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur atau kepustakaan, oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skunder.[footnoteRef:32] [32:  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,(Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 1993).] 

4. [bookmark: _Toc85110839]Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah; (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau vertufikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.[footnoteRef:33] [33:  Lexy J Moloeng,2000,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Tarsito, 179.] 

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi pemfokosan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya di awali sebelum pelaksaan pengumpulan data Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak penelitian mengambilan keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.
Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang di susun secara logis dan sistematis., sehingga bila di baca, akan bisa di baca, akan bisa di pahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut.
Dari reduksi dan sajian di atas, maka peneliti melakukan kesimpulan dan verifikas. Verifikasi di lakukan agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang di lakukan secara terus menerus di dalam pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering di nyatakan bahwa proses analisis dilakukan di lapangan, sebelum peneliti meningkatan lapangan studinya.
Reduksi data adalah suatu komponen proses[endnoteRef:1] seleksi, pemfokosan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelasanaanpenelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptua, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitia. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat melakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang di susun secara logis dan sistematis, sehingga bila di baca, akan bisa di pahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. Kemungkinan peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang di lakukan secara terus menerus di dalam pelaksanaan pengumpulan data.[footnoteRef:34] [1: ]  [34:  Lexy J Moleong.2000.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung Tarsito,179.] 


H. [bookmark: _Toc85110840]Sistematika pembahasan
BAB I : 	Pendahuluan yang berisi bagian pendahuluan yang memuat Latar belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Kajian, Landasan Teori, Tinjauan pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
BAB II : Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
BAB III : Pendapat Ulama’ Syafi’iyah Tentang Perkawinan Beda Agama.
BAB IV : Analisis
Bab ini berisikan tentang pembahasan dan analisa Perkawinan Beda Agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Ulama Syafi’iyah tentang Perkawinan Beda Agama.
BAB V : Penutup
Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang menyajikan secara singkat seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 
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[bookmark: _Toc85110841]BAB II
[bookmark: _Toc85110842]PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

A. [bookmark: _Toc85110843]Pekawinan Beda Agama
1. [bookmark: _Toc85110844]Pengertian Perkawinan
Didalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari pengertian perkawinan diatas dapat ditarik beberapa point pemahaman bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita bersifat lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia untuk selama-lamanya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:35] [35:  Wahyu Boga Oktawa, Tinjauan Yuridis Terhadap ektensi ketentuan pasal2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan(Semarang: 2013)] 

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antar-agama dalam UU Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana. Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:36] [36: O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35] 

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Dari pengertian di atas, menurut hemat penulis, perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.[footnoteRef:37] [37: O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35] 

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatife, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.[footnoteRef:38] [38:  Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), 154.] 

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan „ikatan lahir batin‟ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya „ikatan lahir‟ atau „ikatan batin saja‟ tapi harus kedua-duanya. Suatu „ikatan lahir‟ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga „ikatan formal‟. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, „ikatan bathin‟ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.[footnoteRef:39] [39:  K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia, 1992), p.] 

Keluarga beda agama, sebagaimana institusi keluarga pada umumnya, merupakan pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi suku (kebudayaan suku) maupun kebudayaan yang bersumber dari agama (kebudayaan agama) atau kebudayaan campuran.[footnoteRef:40] [40: Ismail. Nawari, Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010),2.] 

Pernikahan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, islam menawarkan kerukunan antar pasangan yang sepadan baik dengan secara sosial maupun keyakinan yang sama. Terjadinya perkawinan beda agama dinilai bertentangan dengan tujuan perkawinan, bagaimana bisa tercipta keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
Dalam perspektif sadd az-zari’ah, pernikah beda agama dilarang karena dikhawatirkan dapat merusak eksistensi keimanan seseorang. Majelis ulama Indonesia, Majelis PP Muhammadiyah, dan ulama NU melarang pernikahan beda agama dengan alasan menutup potensi konsekuensi dari pernikahan beda agama. Larangan ini juga mendapat momentum ketika dikaitkan dengan wacana kristenisasi yang marak saat ini.[footnoteRef:41] [41: Jalil Abdul, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jogjakarta: 2018
] 

Pengertian ini menekankan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.
Jadi menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan hanya dibatasi antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa: Pertama, ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki atau antar perempuan. [footnoteRef:42] Kedua, Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi.[footnoteRef:43] [42: Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 36-39.]  [43: Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer: edisi Revisi, (Yogyakarta: Teras, 2009), 57-58.] 

		Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.[footnoteRef:44] [44: Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990),13-14.] 

		Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri.[footnoteRef:45] [45: Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 84.] 

2. [bookmark: _Toc85110845]Syarat Sah Perkawinan
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.[footnoteRef:46] [46: Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 12.] 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:
1. Mempelai laki-laki
 2. Mempelai perempuan 
3. Wali
 4. Dua orang saksi
 5. Shigat Ijab Kabul. 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.
a. Syarat-Syarat Suami :
   1) Bukan mahrom dari calon istri
   2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
   3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 
  4) Tidak sedang ihram
 b. Syarat-Syarat Istri : 
    1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram,        tidak sedang dalam iddah
  2) Merdeka, atas kemauan sendiri 
  3) Jelas orangnya
  4) Tidak sedang berihram
c. Syarat-Syarat Wali
   1) Laki-laki 
   2) Baligh  
  4) Waras akalnya 
  5) Tidak dipaksa  
  6) Adil
  7) Tidak sedang ihram. 
d. Syarat-Syarat Saksi 
   1) Laki-laki
   2) Baligh
   3) Waras akalnya 
   4) Adil
   5) Dapat mendengar dan melihat
   6) Bebas, tidak dipaksa 
  7) Tidak sedang mengerjakan ihram 
  8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 
Dari uaraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak adapat memenuhi Rukun dan Syaratnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.[footnoteRef:47] [47: Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja grafindo,2009), 12-14.] 

B. [bookmark: _Toc85110846]Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama
Dasar hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya. 
Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Serta wewenang dalam penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf ( a), jika ditinjau kembali hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Hanya saja, yang selalu menjadi perdebatan adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama. Namun, hal itu nggak menjadikan pernikahan beda agama benar-benar nggak boleh dilangsungkan.
Menurut putusan Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986, para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Tetapi, yang lagi-lagi menjadi hambatan bagi jalinan cinta antara kamu dan pasangan adalah nggak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kalaupun mau, pernikahanmu nantinya akan dicatat sebagai perkawinan non-Islam.[footnoteRef:48] [48: Hukum dan Cara Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (popbela.com)] 

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :
a. QS. Ar. Ruum (30):21 :
وَمِنْ اٰيٰتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.


b. QS. Adz Dzariyaat (51):49 
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).


c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.
Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :
.) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
.) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. 
.) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).[footnoteRef:49] [49: Ridwan, Hukum dan Cara Pernikahan Beda Agama Di Indonesia ,Bandung: 2007
] 

C. [bookmark: _Toc85110847]Asas-asas Perkawinan Beda Agama
Asas-asas atau prisip-prinsip mengenai perkawinan tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi , agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraannya.
b.  Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiaptiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa–peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan , suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal ini di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkuan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat . Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita.
e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.[footnoteRef:50] [50: Indra Puspita Sari,Semarang 2011 Microsoft Word - 7419 (unnes.ac.id)] 
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A. [bookmark: _Toc85110850]Perkawinan Beda Agama menurut Ulama Syafi’iyah
1. [bookmark: _Toc85110851]Pendapat Perkawinan menurut Ulama Al-Maraghi
Al-Maraghi berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya bagi umat Islam untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang musyrik, baik itu memperistri atau mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang di berikan amanat atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal lain ini tidak akan terwujud hanya dengan kecantikan semata. Seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan ada penghalang baginya untuk berbuat khianat, berbuat kebajikan, dan mencegah kejahatan. Terkadang justru akan mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya.
Jika dalam hal di atas semua ulama sepakat haram hukumnya menikahi seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, maka pada kasus menikahi ahlu kitab ulama berbeda pendapat.[footnoteRef:51] [51: Ahmad Tholabi Kharlie,” Hukum Keluarga Indonesia”, ( Jakarta:Sinar Grafika 2013), 240-242.] 

Ada beberapa perbedaan terhadap hukum melakukan perkawinan beda agama yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 
a. Pendapat pertama, Agama Islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana halalnya memakan makanannya (sembelihannya). Kebolehan ini bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain, dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama Islam, karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat (5).
b. Pendapat kedua, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang laki-laki kawin dengan perempuan Musyrik, sebagaimana di haramkannya makan sembelihannya begitu juga halnya mengawini perempuan eteis kecuali bila ia masuk Islam baru di halalkan oleh agama. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur‟an Surat Al-Baqoroh ayat (221). Dalam ayat ini terdapat keterangan, agar orang muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang ateis dan musyrik, untuk menggiring meninggalkan agama Islam dengan menawarkan perempuan yang cantik untuk di kawininya.
c. Pendapat ketiga, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang perempuan dikawini oleh laki-laki Ahlu Kitab. Pendapat ini berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an Surat Al-Mumtahinah ayat (10). Salah satu keterangan yang dapat diambil dalam ayat ini, yaitu larangan Allah agar perempuan Muslimah tidak dikawini oleh Ahlul Kitab (orang-orang kafir), karena di hawatirkan akan di pengaruhi meninggalkan agamanya. Agama islam meninjau terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suamilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tentu saja, ia dapat menggunakan hak otoritasnya untuk mengajak keluarga-keluarganya menganut keyakinan.[footnoteRef:52] [52: Mahjuddin, Massail Al-Fiqh,(Jakarta: Kalam Mulia, 2012),  44-48.] 

Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi’i dan Syi’ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama.[footnoteRef:53] [53: Ichtianto, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undangundang Perkawinan. Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1] 

2. [bookmark: _Toc85110852]Pernikahan Beda Agama menurut Ulama Ath-Thabarî
Ath-Thabarî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik hukumnya tidak diperbolehkan, dan ath-Thabarî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab hukumnya diperbolehkan, dan ath-Thabarî juga berpendapat bahwa pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu laki-laki musyrik maupun laki-laki ahli kitab hukumnya tidak diperbolehkan. 
Sedangkan ath-Thabarsî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik hukumnya tidak diperbolehkan, dan ath-Thabarsî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab hukumnya juga tidak diperbolehkan, dan ath-Thabarsî juga berpendapat bahwa pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu laki-laki musyrik maupun laki-laki ahli kitab hukumnya juga tidak diperbolehkan selamanya. 
Sedangkan az-Zamakhsyarî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik hukumnya tidak diperbolehkan, dan az-Zamakhsyarî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab hukumnya diperbolehkan, dan az- Zamakhsyarî berbendapat bahwa pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu laki-laki musyrik maupun laki-laki ahli kitab hukumnya tidak diperbolehkan. 
Terdapat persamaan pendapat antara ath-Thabarî, ath-Thabarsî, dan az-Zamakhsyarî dalam masalah pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik dan dalam masalah pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu laki-laki musyrik maupun laki-laki ahli kitab, yaitu bahwa hukumnya menurut ath-Thabarî, ath-Thabarsî, dan az-Zamakhsyarî adalah tidak diperbolehkan. Di samping itu ada perbedaan pendapat antara ath-Thabarî, ath-Thabarsî, dan az-Zamakhsyarî dalam masalah pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Ath-Thabarî dan az-Zamakhsyarî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab hukumnya diperbolehkan, sedangkan ath-Thabarsî berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab hukumnya tidak diperbolehkan.
3. [bookmark: _Toc85110853]Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Syafi’iyah
1. Tujuan Perkawinan Beda Agama menurut Ulama Syafi’iyah
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: 
1) Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. 
2) Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. 
3) Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. 
4) Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.
Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang di kenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang di terima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra- putri itu sendiri.[footnoteRef:54] [54: M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Hadits), ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 36
] 

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:
1. Kesukarelaan,
2. persetujuan kedua belah pihak,
3.  kebebasan memilih,
4. darurat.
 Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga meliputi: 
a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah Swt.: Mereka itu adalah pakaian, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....(Q.S. Al-Baqarah:187)[footnoteRef:55] [55:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (jakarta, cv. Nala dana, 2006).] 

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون
Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

b. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang di letakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Rum a
وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ 
 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.
Lebih lanjut lagi Abdul Rahman I. Dia mengemukakan manfaat dari perkawinan dalam islam secara luas, antara lain:
1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar. 
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 
3. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 
4. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
5. Menduduki fungsi sosial.
6. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok. 
7. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
8. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
9. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian     kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.[footnoteRef:56] [56: Titik Triwulan Tuti, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 108-110.] 

			Imam Syafi’i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi’i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian Ulama’ berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.[footnoteRef:57] [57:  Shihab Quraish M, M. Qurais, Hukum Pernikahan ,Surabaya: 2013.] 

			Imam Syafi‘i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya jaiz atau mubah, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh tidak nikah. Hukum jaiz tersebut dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi yaitu wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam sistem hukum Syafi‟iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai dengan jiwa syari‘at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi: ―Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illatnya.[footnoteRef:58] [58:  Khoiriyah, Pernikahan Beda Agama ,Jakarta: 2014.] 

Dengan demikian, ahlulkitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Oleh karenanya, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlulkitab.[footnoteRef:59] [59:  Cahaya Nur, pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif ,Jakarta: 2013] 

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama’ yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan.[footnoteRef:60]  [60:  Imam al-Qodhi, Op.Cit, 36.] 

Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi’iyyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh:221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.[footnoteRef:61] [61:  Karsayuda, Pernikahan menurut Undang-undang, Bandung: 2013] 

Imam Syafi‟i dan beberapa orang ulama berpendapat, siapa di antara bani Israil yang beragama Yahudi dan Nashrani, maka wanita-wanita mereka halal dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan. Sedang orang yang beragama dan Nashrani selain mereka (bani Israil), baik orang Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka tidak halal dimakan!.[footnoteRef:62] [62:  Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah.(Jakata: Pustaka Azzam, 2014), 139.] 

Imam Syafi‟i berkata; Allah tabarokawataala berfirman dalam Al-Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma‟idah Ayat 5 sebelumnya.
Ketetapan Allah Subhanahu wataala yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.[footnoteRef:63] [63:  Imam Syafi‟i. (2010). Ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam, 432.] 

Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam namun ia tidak memahaminya, maka saya lebih menyukai untuk laki-laki musyrik dilarang untuk menikahinya.
Imam Syafi‟i juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah S.W.T. menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.
Adapun Majusi, tidak masuk dalam golongan itu. Dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan yahudi dan Nasrani yang dihalalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.[footnoteRef:64] [64:  Imam Syafi‟i. (2010), 433.] 

Adapula pendapat yang lain yaitu pendapat yang membolehkan dengan syarat, yaitu pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad. Menurut mereka, laki-laki muslim boleh mengawini perempuan yahudi/nasrani dengan syarat ibu-bapak perempuan itu harus orang yahudi dan nashrani juga. Kalau bapak/nenek si perempuan tersebut menyembah berhala dan bukan ahli kitab (taurat/injil), kemudian ia memeluk agama yahudi atau nashrani, maka tidak boleh mengawini perempuan itu.[footnoteRef:65] [65:  Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, (Bandung:Angkasa Bandung, 2005), 156] 

Kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan merdeka dari ahl al-kitāb adalah halal. Sebagaimana yang ia tuliskan dalam karya besarnya kitab al-Umm “dihalalkan menikahi perempuan merdeka dari ahl al-kitāb bagi setiap laki-laki muslim tanpa kecuali karena Allah SWT telah menghalalkannya, dan saya lebih menyukai apabila laki-laki muslim tidak menikahinya”.[footnoteRef:66] [66:  Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm Juz 6, (Dār al-Wafā’, 2001), 16.] 

Selanjutnya Imam Syafi’i mengatakan bahwa ahl al-kitāb yang dihalalkan adalah pemeluk Yahudi dan Nasrani, tidak termasuk Majusi, juga tidak termasuk orang-orang Arab yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani karena asal agama mereka sesat dengan menyembah berhala kemudian mereka pindah kepada agama ahl al-kitāb bukan karena mereka beriman dengan Taurat dan Injil dan sembelihan mereka juga tidak halal. Demikian juga tidak termasuk ahl al-kitāb orang-orang ‘azam yaitu yang bukan orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama ahl al-kitāb karena asal agama nenek moyangnya adalah penyembah berhala.[footnoteRef:67] [67:  Al-Syafi’i, al-Umm Juz 6, 17.] 

Para ulama fuqaha dari kalangan mazhab Syafi’i memandang makruh hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitā yang berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika perempuan ahl al-kitāb tersebut berada di negeri perang (dār al-ẖarb), sebagaimana pendapat dari sebagian ulama fuqaha kalangan mazhab Maliki. Akan tetapi ulama fuqaha Syafi’iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam beberapa keadaan berikut:
1. Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki yang muslim untuk mengajak perempuan ahl al-kitāb calon istrinya tersebut untuk masuk Islam.
2. Tidak ada perempuan Muslimah S̱āliẖah yang dapat ia kawini 
3. Apabila tidak mengawini perempuan ahl al-kitāb tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.[footnoteRef:68] [68:  Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, 41-42.] 

Mazhab Syafi’i juga memberikan syarat terkait diperkenankannya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitāb. Yaitu, kedua orangtua perempuan ahl al-kitāb tersebut juga harus ahl al-kitāb. Seandainya bapaknya ahl al-kitāb sementara ibunya penyembah berhala, maka dia tidak boleh dikawini walaupun dia sudah baligh dan memiliki agama bapaknya dan dia sendiri merupakan seorang ahl al-kitāb.[footnoteRef:69] [69:  Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzāhib al-Arba’ah Juz 4, cet II, 74] 

4. [bookmark: _Toc85110854]Macam-macam Pernikahan Agama 
a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrikah) pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang suami beragama islam dan seorang istri beragama non muslimah atau musyrikah.
b. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim (musyrik) pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang istri beragama islam dan seorang suami beragama non muslim atau musyrik.
c. Pekawinan antar pria muslim dengan wanita ahli kitab Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang pria atau suami beragama islam yang berpegang teguh kepada kitab Al-quran sedangkan seorang istri  beragama nasrani atau yahudi yang berpegang teguh kepada kitab sebelum Al-Quran seperti, taurat, zabur dan injil .
d. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli kitab Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang istri beragama islam yang berpegang teguh kepada kitab Al-quran sedangkan seorang suami beragama nasrani atau yahudi yang berpegang teguh kepada kitab sebelum Al-Quran seperti, taurat, zabur dan injil.[footnoteRef:70] [70:  Muhammad irpan, Perkawinan beda Agama di Indonesia, Studi perbandingan pemikiran Prof.Dr. Nur Cholish Madjid dan Prof.Dr. Mustafa Yaqub ,(UIN Jakarta: ٢٠١٦), ٢٢.] 

5. [bookmark: _Toc85110855]Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Nikah Beda Agama
Dilihat dari motivasi pernikahan beda agama dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: 
a. Cinta dan komitmen dimana yang menjadi dasar pernikahannya yang beda agama adalah cinta. Karena pernikahan tanpa cinta tidak bisa berjalan dengan mulus dan jika berdasarkan dengan cinta semua masalah bisa diatasi. kebersamaan dimana, pernikahan adalah hubungan yang sudah direncanakan dan bertujuan untuk hidup bersama dengan pilihan sendiri. tidak ada dorongan/ tekanan dari pihak luar ketika untuk memilih menikah beda agama. Turner & Helms (1995) mengemukakan hal senada dengan beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu pasangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. 
Alasan-alasan tersebut antara lain, cinta dan komitmen, kebersamaan, konformitas, legitimasi hubungan intim, legitimasi anak, dan perasaan siap. Selain itu juga, Stinnet dkk (dalam Wardhani, 2003) mengemukakan dua hal yang berbeda, yaitu kelekatan dan kebahagiaan.
b.  Faktor sosial ekonomi, yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang pada umumnya cenderung memiliki sifat yang lebih hangat, kontrol terhadap perkembangan anak serta lebih peka terhadap anak, orangtua dari golongan ini lebih bersikap terbuka pada hal-hal baru(Adiana, 1988).
c. Faktor pendidikan dimana seorang memiliki pendidikan yang tingkatannya rendah, maka dengan kurangnya pengetahuan tentang dampak-dampak terhadap anak ketika seorang menikah berbeda kepercayaan hal ini juga dapat terjadinya pernikahan beda agama.
d. Latar belakang orang tua. Faktor ini juga sangat penting, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtuanya yang juga menikah dalam keadaan agama yang berbeda. Mungkin bagi mereka tidak jadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan beda agama.
e. Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika ada kemungkinan banyaknya orang yang memilih pasangan yang berbeda agama atas dasar cinta dan kasih.
f. Pola pergaulan anak-anak Indonesia dipengaruuhi pergaulan hidup orang barat yang mengandung unsur-unsur kebebasan dari ikatan norma-norma susila dan agama. Sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan yang berbeda agama adalah hal yang lazim dan tidaklah menjadi masalah.[footnoteRef:71] [71:  Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, 138-139] 

B. [bookmark: _Toc85110856] Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Quran dan As-Sunnah
Seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, menurut mazhab Hanbali, hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam surat al-Baqarah ayat 221.[footnoteRef:72] Al-Qur‟an menyatakan pelarangan tentang pernikahan beda agama terhadap laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan juga melarang wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al- Baqarah Ayat 221: [72:  Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Sharh} al-Kabi@r, Juz XX, 345.] 

وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلوَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ  
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

 Di sisi lain Al-Qur‟an membolehkan laki-laki yang muslim menikah dengan wanita kafir (non Islam) akan tetapi yang diperbolehkan dinikahi hanya wanita kafir (non Islam) yang beragama samawi atau wanita ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Al-Ma‟idah Ayat 5:
ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ  
Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.


Dari ayat ini, terlihat bahwa menikahi perempuan ahl al-kitab adalah diperbolehkan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat 5 surat al-Maidah tersebut telah menghapus ketentuan hukum yang terdapat di dalam ayat 221 surat al-Baqarah. Karena ayat 5 surat al-Maidah tersebut datangnya lebih akhir daripada surat al-Baqarah ayat 221. Akan tetapi menurut pendapat lain, ayat 5 surat al-Maidah tidak menghapus (naskh), tetapi memang antara orang musyrik dan orang ahl al-kitab tidaklah sama. Sebagaimana di dalam beberapa ayat disandingkan antara orang musyrik dan ahl al-kitab yang dihubungkan dengan huruf ‘at}af wau. Dengan demikian antara ahl al-kitab dan musyrik tidaklah termasuk dalam satu golongan, maka memang antara ahl al-kitab dan musyrik mempunyai status hukum yang berbeda.[footnoteRef:73]  [73:  Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Sharh} al-Kabir, Juz XX, 346-347.] 

Adapun As-Sunnah mengenai hal ini tetap menganjurkan agar kaum muslimin dan muslimah agar tetap beruapaya mencari dan memilih pasangan suami atau istri yang seakidah tentunya yang agamanya baik, sebagaimana hadits bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Wanita dinikahi karena empat alasan; karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Carilah yang taat beragama, niscaya kalian beruntung.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).[footnoteRef:74] [74: Abdul „Adzhim Badawi. (2008),  11.] 


g. 


[bookmark: _Toc85110857]BAB IV
[bookmark: _Toc85110858]ANALISIS

A. [bookmark: _Toc85110859]Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974
Perkawinan dapat di tarik beberapa point pemahaman bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita bersifat lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau ruamah tangga yang bahagia untuk selama-lamanya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang di sebabkan  karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan.Misalnya perkawinan adat, yaitu perkawinan antara orang suku jawa dengan orang batak, orang suku minangkabau dengan orang sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama ktristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama islam, dan sebagainyai.
Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatife, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut. 
Seperti yang terjadi di Desa Kropak, pernikahan beda agama sering terjadi dan tindakan pernikahan beda agama ini sangat berdampak negatif di lingkungan keluarganya. Contohnya yaitu keluarga sering dihina dan diolok-olok oleh tetangga terdekat. Tetapi perempuan itu tetapi memilih nikah beda agama meskipun tidak direstui oleh kedua orang tuanya.
Sebenarnya dalam pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang di tampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan, karena yang ini pun sementara bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut.
Dalam perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, „ikatan bathin‟ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
Pembahasan ini menekankan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.
Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Memang, tidak ada pernyataan yang secara gamblang memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi hal ini semakin dikuatkan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Hanya saja, yang selalu menjadi perdebatan adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama. Namun, hal itu nggak menjadikan pernikahan beda agama benar-benar nggak boleh dilangsungkan.
Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :
a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan.
b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.
c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.[footnoteRef:75] [75:  http://repository.unpas.ac.id/13158/4/bab%20II.pdf] 

Alasan utama larangan perkawinan dengan orang yang berbeda agama adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar tentang hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan rohani, pikiran dan perasaan. Perkawinan bukan hanya menjadikan suami istri “sebadan” tetapi juga harus menjadi sehati, sepikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjalin kesatuan rasa dan pikiran. jika pandangan hidup berbeda, bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang.


B. [bookmark: _Toc85110860]Pendapat Ulama Syafi’iyah Tentang Perkawinan Beda Agama
Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau calon istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlul kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa al- Maraghi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad Saw. Sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadits, para ulama sangat menekankan agama (al-din) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.
Imam madzhab lain yaitu Imam Maliki, Imam Syafi‟i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa bila laki-laki muslim menikah dengan perempuan dzimmi (non muslim/kafir yang mendapat jaminan perlindungan), maka pernikahan tersebut tidak sah, kecuali disaksikan oleh dua orang muslim, sementara Hanafi berpendapat bahwa; sah dengan disaksikan dua orang dzimi saja.
Pernikahan beda agama adalah salah satu sumber problematika dalam rumah tangga bagi seorang muslim atau mungkin bahkan di kalangan non muslim itu sendiri dan jika hal ini telah benar-benar dilakukan maka yang menjadi korbannya adalah sang anak yang kemungkinan besar kebingungan dalam menentukan agamanya.


Pedoman yang digunakan Imam Asy-Syafi‟i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad adalah dalam Al-Qur‟an secara tidak langsung mengenai ketentuan hukum, Allah telah menjelaskan tentang suami atau isteri yang tidak boleh kembali kepada suami atau isterinya yang telah kafir.
Menurut Imam Asy-Syafi‟i dalam kitab Al-Umm dijelaskan, jika suami isteri sama-sama penyembah berhala, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu masuk Islam. Dan dimungkinkan akad nikah terhapus manakala persetubuhan dilarang sesudah keislaman salah satu dari keduanya, karena jika yang satu muslim dan yang lain musyrik maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal. 
Tetapi dimungkinkan juga akad nikah tidak terhapus kecuali yang tertinggal dari keduanya itu menyatakan tetap pada agamanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan dia belum masuk Islam maka pernikahan keduanya terhapus. Tidak boleh mengatakan bahwa hubungan antara suami isteri itu tidak terputus hingga yang tertinggal masuk Islam itu melewati satu jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan khabar yang mengikat.
Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa barang siapa yang mempunyai isteri yang masih kafir dan tidak ikut serta berhijrah dengannya, maka janganlah dia menganggap isterinya lagi. Karena hubungan pernikahan di antara mereka telah hilang disebabkan kekafiran, dan akad nikanya pun rusak. Sebab agama Islam melarang lelaki menikah wanita musyrik. Pernikahan dan ikatan pernikahan dianggap berakhir disebabkan kemurtadan.
Pendapat Imam Asy-Syafi‟i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad jika dilihat dari kacamata maqaṣid al-Syari‟ah sangat berkaitan dengan Hifz ad-Din dan Hifz al-nasl.
Menurut penulis pendapat Imam Asy-Syaf‟i tentang status perkawinan yang salah satu perkawinan murtad, itu sangat berkaitan dengan maqaṣid al-Syari‟ah yaitu hifz addin dan hifz an-nasl, walaupun belum mencakup kelimanya, tetapi pendapat Imam Asy-Syafi‟i menurut penulis sudah mempunyai kemashlahatan bagi pengikutnya.
Jadi menurut penulis Hukum di Indoneisa ini cenderung relevansinya ke pendapat Imam Asy-Syafi‟i, yang mana beliau mengatakan talak kemudian fasakh, menurut penulis pendapat Imam Asy-Syafi‟i ini relevansi dengan Hukum yang ada di Indonesia karena memang sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam ini, hukum Islam di Indonesia ini masih bersifat abstrak dan berdoktirn pada mazhab Asy-Syafi‟i, akan tetapi terkait dengan putusnya perkawinan di Indonesia itu harus melalui proses Hukum, yaitu harus diajukan di Pengadilan Agama dahulu, baru diputuskan setelah putusan itu keluar, dan disitu baru dikatakan perkawinan tersebut putus.
Penulis disini sependapat dengan pendapat Imam Asy-Syafi‟i daripada mazhab lain karena pendapat Imam Asy-Syafi‟i ini memberi kesempatan kepada pelaku murtad dan apabila kesempatan itu sudah habis maka beliau tegas untuk mengambil keputusan dan ini relevansinya cenderung ke Hukum di Indonesia yang mana melihat kondisi masyarakat di Indonesia yang multi agama dan berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda yang dikhawatirkan akan mempermainkan agama dan menyepelekan atau mempermainkan sebuah pernikahan, padahal pernikahan adalah bukan suatu yang bisa dimainkan, pernikahan ini adalah suatu akad yang sakral, dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi kita sebagai orang Muslim harus memperdalam ilmu agama kita, dan tidak boleh mudah goyah dengan godaan disekitar kita terutama di zaman sekarang ini.
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A. [bookmark: _Toc85110863]Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian pada bab – bab sebelumnya, serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:
1. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Memang, tidak ada pernyataan yang secara gamblang memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi hal ini semakin dikuatkan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Hanya saja, yang selalu menjadi perdebatan adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama. Namun, hal itu nggak menjadikan pernikahan beda agama benar-benar nggak boleh dilangsungkan.
2. Menurut Imam Asy-Syafi‟i dalam kitab Al-Umm dijelaskan, jika suami isteri sama-sama penyembah berhala, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu masuk Islam. Dan dimungkinkan akad nikah terhapus manakala persetubuhan dilarang sesudah keislaman salah satu dari keduanya, karena jika yang satu muslim dan yang lain musyrik maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal.
B. [bookmark: _Toc85110864]Saran 
Kepada seluruh masyarakat/ Bangsa Indonesia baik Muslim maupun non Muslim sesuai dengan tujuan perkawinan, maka:
1. Sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan idealnya, memiliki keyakinan agama yang sama. 
2. Hendaknya Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan secara jelas untuk mengatur pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama agar tidak terjadi penyelundupan hukum. 
3. Bagi warga naegara Indonesia khususnya warga Kropak agar dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing. 
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